BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR @ TAHUN 2020

TENTANG

PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN
DI KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang : a. bahwa penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas
Umum (PSU) perumahan merupakan bagian dalam
pembangunan perumahan secara keseluruhan
yang meliputi kelengkapan dasar fisik lingkungan,
fasilitas penunjang dan sarana penunjang untuk
pelayanan  lingkungan dan/atau  kawasan
perumahan serta mewujudkan penyediaan rumah
layak huni yang sehat, aman, serasi, teratur dan

berkelanjutan;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Mentern Dalam
Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman

Penyerahan Prasarana, Sarana dan utilitas
Perumahan dan Permukiman di Daerah, maka
perlu dilakukan penyerahan prasarana, sarana
dan utilitas dari pengembang kepada Pemerintah

Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyerahan
Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan di

Kabupaten Bengkayang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Daerah Tingakt II Bengkayang
(Lembaran  Negara Tahun 1953 Nomor 9,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 323);
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2. Undang-Undiang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas
Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotusme ({xmbar’?;\
Negara Republik indonesia Tahun 199_9 Nomor 7.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 te mang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembairan Negara Republik indonesia Nomor

3286,

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Pe i pe diaharaan  Negara (Lembaran Negar a
Remblik Indonesia Tahun 2004 Naonor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355),

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lf’f;;)aran Negara Republik Indonesia Nomor
4725);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesi :
ey 1esia  Nomor

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 t
Pajak Daerah dan Retribusi Dacrah (l.embaran
| Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Noemor
B SR 130, Tambahan Lembaran Nep'; Republik Bt
S R Indonesia Nomor 5049}, SR

- i

Dipindai dengan CamScanner
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11,

12,

18

14.

15.

or 12 Tahun 2011 tentang

Perun

dengan Undang- Nomor
tentga‘ngPerxut') anan Atas ;iﬂ lan Peraturad
12 Tahum 201 1 tentang ™ n Negiara Republik

Lembara
perundang dg;'?; 3 1(9 Nomor 193, tambahan

ll:'ﬁ?lls:f;;lx ‘sg‘;‘ra Reublik indonesia Nomor

6398),

Indonesia Nomo

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014Rte?1t§?1§
Pemerith an Daerah (Lembaran Negara e;;) e
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tam

Negara Republik Indonesia Nomor 558?)
[s:tr;;ll:g:;’ﬁ?r?anagtelah diubah beberapa kali terazlgxllg
dengan Undang-Undang Nomor 9 T ahurlN iR
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran eg58
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor A

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987
tentang Peny@aan Penggunaan Tanah Untuk
Keperluan Tempat @makaman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3350);

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016
tentang Pembangunan Peru mahan Masyarakat
Berpenghasilan  Rendah 1 Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6004);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan Perumahan dan
Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan

Lemb, ' i
5883)?ran Negara Republik Indonesia Nomeor

pPeraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2
g:;iglgk P;z:rgngkat Daerah (Lembaran Neg?rg
e ik Indonesia Tahun 2016 |
g ’ Nomor 114
N?)rrrrll };?hgggrl;embaran_ Negara Republik I‘ndonesit;
) sebagaimana telah diubah dengan

i’:;::z;anp Pe}rantilrintah Nomor 72 Tahun 2019
erubahan Ata 1
Nomor 18 Tahun 2016 t:n e s

1 tang Peran

b Ners Repubik Indoneia Tahun 3015
i an

Indonesia Nomor 6402); mb Negara Republik
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
teritang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6041);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 201_9 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

6322);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201'4
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6523);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun
2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana,
Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman

di Daerah);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 187}; %
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Menetapkan
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DI

22. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten  Bengkayang (Lembaran  Daers ah
2016 Nomor 11,

Kabupaten Bengkav ang Tahun
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah dgb ah
dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Kabupaten

Susunan Perangkat Daerah
Daerah Kabupaten

Bengkayang (Lembaran
Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan
: Kabupaten  Bengkayang

o a s SR
ot ¢ 5l

Lembaran Daerah
Nomor 5);
MEMUTUSKAN:
PENYERAHAN

BUPATI TENTANG

&.
i
‘;'%.'.\

PERATURAN

KABUPATEN BENGKAYANG

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

k.
2.
3.

4.

10.

11.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkayang.

Bupati adalah Bupati Bengkayang.
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daecrah

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan

Hidup Kabupaten Bengka yang.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan

Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang.
Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang
memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan tempat tinggal vang

layak, sehat, dan aman.
Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk

mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial,

budava dan ekonomi.
Utilitas adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan

hunian.
Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas adalah penyerahan berupa
tanah %engan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk
asset dan tanggung jawab pengelolaan dari
Pemerintah Daerah. S PRI T
tcherumtal’xa}n ag?lah kelompok rumah yang berfungsi sebagai li ngkungan
mpat tinggal atau lingkungan hunian yang dilen ' -
frasarana, sarana dan utilitas. A U Soa
ingkungan Hunian adalah bagian dari kawa permuki
K . ‘asan | u
terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman. et o k
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13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

sebagai tempattinggal

. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi gt e peiiogy:

yang layak huni, sarana pembinaan.kelugria,’
martabat penghuninya serta asset bagi pemili rlyac.1  —— e
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau moda '(}'d e
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tida koménd'l'ter,
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroca;n g
peseroaﬁ lainnya, badan usaha milik negara atau bakan le,i it
daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, ongis;iSi massa,
'‘dana pensiun, persekutuan, perkumpul_an,'yayasan, c;;‘gan 0et & ntu;;
organisasi sosial politik atau organisasl lamnya, l-erré1 ag.:l) i Ssaha
hukum lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan be

tetap.
Barang Milik Daerah adalah sem
atas beban Anggaran Pendapatan

erolehan lain yang sah. . !
’Il)‘im Verifi kasi adalah tim yang ditetapka™ dengan Keputusall Bupati

dalam rangka pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas
-umahan.
11342;yarakat adalah penghuni perumahan, permukimal:1 atay
perorangan penyelenggara pembangunan kawasan per: mahan
termasuk kavling siap bangun. ‘
Berita Acara Serah Terima adalah serah teTima seluruh atau sebaglan’
prasarana, sarana, utilitas berupa tanah dan/atau banguna® dari
pengembang kepada Pemerintah DaeTah.
Pengembang adalah perseorangan atau badan hukum yang bergerak
dibidang pembanguan perumahan baik yang dikelola oleh perorangan
maupun berbadan hukum.
Rencana Tapak/Site Plan adalah gambar dua dimensi yang menun jukan
detail dari rencana yang akan dilkukan terhadap sebuah kavling tanah,
baik menyangkut rencana jalan, utilitas air bersih, listrik dan air kotor,
fasilitas umum dan fasilitas sosial.
Masa Pemeliharaan adalah suatu masa (jangka waktu) tertentu setelah
suatu proyek selesai dilaksanakan dan diserahterimakan ke user
(pengguna) untuk dioperasikan/digunakan.

ua barang yang dibeli atau diperoleh
dan Belanja Daerah atau berasal dari

BAB 11
MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN ASAS

Bagian Kesatu

Maksud
Pasal 2
Maksud penverah - !
il peny€rahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan di daerah
a. tersedianya prasarana, sarana dan utilita '
. g S yang sesu
, (@pak/site plan yang disahkan d e Dinas; RIS foniniy
- teraminnya keberadaan gasdaram @ran il .
standar, fungsi dan pe run t u k ang i a dan utilitas sesuaj dengan
5. hal

terpeliharanya prasarana,

dip ertanggungawabkan sesuai
unchngan.

sarana dan utith s

yang dapat
dengan keten tuan peratura :

N perundang-
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Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

as perumahan di daerah

enverahan prasarana, sarana dan utilit

Tujuan p
adalah %
at
menjamin pemanfaatan pra.saran, garana dan utilitas umum dap
: daas dengan kepentingan

a.
dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan 8

rthan pelayanan umurm, dan

umum;
am pengelolaan prasarana, sarana

mewujudkan kelancaran dan k ete
mewu judkan kepastian hukum dal

dan utilitas umum.
Bagian Ketiga

Prinsip

Pasal 4

Penverahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan di daerah

dilaksanak an berdasarkan prinsip :

kepastian hukum;

kepentingan umum,

keterbukaan;

kemitraan;

keterpaduan,

keserasian dan keseimbangan,

akuntabilitas; dan

berkelan jutan.

PR EmoAan o

Bagian Keempat
Azas

Pasal 5

Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan di daerah
dilaksanakan berdasarkan asas :
kemanusiaan,

keadilamn;

kesamaan kedudukan;
kemitraan,

ketertiban dan kepastian hukum;
kelestarian lingkungan;
kejujuran usaha; dan

persaingan sehat.

PR oS00 o

BAB 1l
PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN
Pasal 6
(1) Setiap pengembang wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas

perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan pe -
e P perundang-undangan %

Dipindai dengan CamScanner



(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

agaimana

perumahan seb
Site Plan

a. sarana dan utilitas
Rencana Tapak/:

Penyediaan prasaran
an dalam

dimaksud pada ayat (1), ditetapk
vang disahkan oleh Dinas.
Lahan untuk penyediaan
harus bersertifikat dengan
dengan bangunan dan/atau tanah t

serah tenma.

prasarana, sarar dan utilitas perumahan
hak atas tanah

disertai surat pelegsan '
anpa bangunan serta berita acara

Pasal 7

Prasarana perumahan, antara lain :
a. jaringan jalan;

b. jaringan saluran pem
c. jaringan saluran pem
d. tempat pembuangan sampah.

Sarana perumahan, antara lain :

sarana ibadah;

sarana perniagaan /perbelanjaan;

sarana pelayanan umum dan pemerimah an;
sarana pendidikan;

sarana kesehatan,

sarana rekreasi dan olahraga:

sarana pemakaman;

sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau;
sarana parkir; dan

. sarana persampahan.

Utilitas perumahan, antara lain :

jaringan air bersih;

buangan air limbah;
buangan air hujan (drainase), dan

s s

a.

b. jaringan listrik;

c. jaringan telepon;

d. jaringan gas;

e. jaringan transportasi;

f jaringan pemadam kebakaran, dan

g sarana penerangan jalan umum.
BAB IV

PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN
Pasal 8

Prasarana, sarana dan utilitas perumahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 wajib diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah
Daerah sesuai dengan standard perhitungan proporsi luasan
penggunaan lahan vang tercantum dalam Rencana Tapak/ Site Plan
Pgnyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan sebagaim.ana
dgnaksud padg ayat (1) telah selesai dibangun secara keseluruhan dan
dJser'ahkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan.
Penjyerahap Pen_vedxaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan
sebelum diterima oleh Pemerintah Daerah diperiksa oleh Tim Verifikasi
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(1)
(2)

3)

(1)

(2)

e " )

BABYV
TIM VERIFIKASI
Pasal 9

Bupati membentuk Tim Verifikasi untuk proses penyerahan prasarana,
sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman.
Pelaksanaan tugas Tim Verifikasi, dibentuk Sekretariat Ti{n yang
berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi penerbitan site
plan (rencana tapak). '
Susunan keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1). ditetapkan sebagai berikut:
a. Ketua : Sekretaris Daerah; : '
b. Wakil Ketua : Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidang
urusan bidang perumahan; '
c. Sekretaris : Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi
urusan aset daerah; dan .
Anggota : Instansi/Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait

d.
sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 10

Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai
sarana dan utilitas yang

tugas :

a. melakukan inventarisasi prasarana,
dibangun oleh pengembang;

b. menyusun jadwal kerja;
melakukan verifikasi permohonan penyerahan prasana, sarana dan

C.
utilitas oleh pengembang;
menyusun Berita Acara Peninjauan Lapangan, Berita Acara

d.
Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima;
merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan

prasarana, sarana dan utilitas; dan
menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi

f.
dan penilaian prasarana, sarana dan utilitas secara berkala kepada

Bupati.

Tim Verifikasi melakukan penilaian terhadap:
a. kebenaran dan keabsahan dokumen perizinan yang dimiliki oleh

Pengembang;

b. prasarana, sarana dan utilitas yang telah ditetapkan dalam site plan
dengan kenyataan di lapangan,;

c. kesesuaian prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan
dengan kriteria, standar dan persyaratan teknis yang telah

ditetapkan dalam site plan

Dipindai dengan CamScanner



BAB VI
TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA. DAN UTILITAS
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 11

1 di leh
itas Umumy - ag telah selesai dibangun o
ol ' pada Perangkat Daerah yang
twan perundang-undangan.
masa pemeliharaan dan

(1) Prasarana, Sarana, dan Uti \
setiap pengembang harus diserahkan ke
membidangi sesuai dengan ketentuan péra
Penverahan dilakukan setelah beraxk'hlmya
perawatan Prasarang, Sarana dan Utilitas Umum. B
Penyerahan dilakukan setelah pemtangunan mencapal 100 %.

Pasal 12

; & ilitas meliputt:
Penyerahan pragarana- Sarana dan utilitas melip
Penyerahan secara umum;

a. : .
b. penyerahan secara administrasy; dan
¢. penyerahan secara fisik.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyerahan Secara Umum

Pasal 13

(1) Penyerahan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasgl 1_2
huruf a dilakukan dengan memenuhi persvaratan umum yang meliputi:
a. Lokasi prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan rencana tapak

yang sudah disetujui oleh pemerintah daerah; dan
b. Sesuai dengan dokumen perijinan dan spesifikasi teknis bangunan.
Penyerahan secara umum pada ayat 1 dimaksud adalah pengembang
mengajukan permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas
secara umum kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris
Daerah dan kepada perangkat daerah vang membidangi penerbitan
rekomendasi perumahan, dengan melampirkan persyaratan sebagai
berikut:
a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku:
b. fotokopi Akta Pendirign badan usaha/badan hukum penyelenggara
perumahan /permukiman dan/ atau perubahannya yang telah
mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang;
c. fotokopi bukti hak atas tanah pada lokasi yang akan dibangun
perumahan;
d. rnincian jenis, jumlah dan ukuran obvek yang akan diserahkan;
e. (?aftar daq gambar rencana Fapak (site plan, zoning dan lain lain)
i; Zrllﬁa rsnsg iela:}l:an (;(.)kas;,.l Jenis dan ukuran prasarana, sarana dan
R e gme?nn . ;Zt;ra kan kipada Pemerintah Daerah;
ey - proses permohonan penyerahan secara umum
dokﬁfn enme ak kan penilaian tgrhadap kebenaran dan keabsahan
e pernjinan, serta kegesuaxan prasarana sarana dan utilitas yang
a _Berahkan dengan kriteria, standar dan persyaratan teknis vang
. telah‘dltetapkan dalam site plan; 2
(4) l‘:g:iii pﬁ:ﬁa pegyerahla{.n Sécara umum sebagaimana ayat 3 belum
: b erangkat Daerah yang membidangi b
Rekomendasi ; ‘cangl penerbitan
dasi Perumahan memberitahukan kepada pemohon; t

(2)
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(5)

: h lengkap
na ayat 3 tela
' n secara umum sebagaima e w s
i serp aka Tim verifikasi menyiapkan ceklist per sya

uai, m a1 VEES
g a sarana dan utlitas perumahan -'gd n
prasaran, secara administrasi da

Ef&;ﬁhﬁl data untuk proses penyerahan
fisik.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penyerahan Secara Administrasi

Pasal 14 2
_ . fem Pasal 1
Penyerahan secara administrasi sebﬂga”fl f‘“a d’madl‘su%dgzﬁfn :etelah
huruf b dilakukan setelah diterbitkan 5ltl;e Pl.a]r;mir;t.

< itkanny kanisme sebgal ~
ittt thaxmy (BB deugsy B honan penyerahan prasarana,

engembang mengajukan permor ' .
Is)aragna d.amg utilitas secara aiministrasi kepada Bupati dengan

tembusan kepada Sekretaris Daerah dan kepada peran dat daerah
yang membidangi penerbitan rencana tapak (site plan), dengan

melampirkan persyaratan sebagai be rkut: _
1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih

berlaku;
2. fotokopi Akta Pendirian badan

penyelenggara perumahan /permukiman dan( :
perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat

a.

usaha/bad an hukum
atau

yangberwenang; :
fotokopi bukti hak atas tanah pada lokasi yang akan dibangun

perumahan;
rincian jenis, jumlah dan ukuran obyek yang akan diserahkan;
daftar dan gambar rencana tapak (site plan, zoning dan lain lain)
yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran prasarana, sarana
dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
6. jadwal/waktu penyelesaian pembangunan, masa pemeliharaan
dan serah terima fisik prasarana, sarana dan utilitas.
tim verifikasi memproses permohonan penyerahan prasarana,
sarana dan utilitas secara administrasi sesuai ketentuan yang
berlaku.
c. tim verifikasi melakukan pembahasan dengan pengembang guna:
1. pemaparan, mengenai prasarana, sarana dan utilitas yang akan
diserahkan;
2. pembahasan secara adrp?nistrasi dan/atau teknis mengenai
prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan;
3. penyiapan dan pembahasan konsep perjanjran antara
pengembang dengan Pemerintah Daerah tentang penyediaan dan
: penyferahan prasarana, sarana dan utilitas:
! nylapan i ’
gzn yu t%itasrr}l(e;t;:dasu;:r; kyazz; penyerahan prasarana, sarana
i erintah Daerah sesuai ketentuan yang
S. pembahasan prasara
. na, sarana dan utilitas van
diserahkan kepada Pemerintah Daerah. e B

d. apabilg dalam melaksanakan pemlaha san dengan pengembang
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i i dimaksud

ersyaratan admin istras i dan/atau teknis sebagatmarx]‘x;kat st

- gurut d. disanmmpikan olch pengembang kepad_a pcl;a] \ P e Wie
yang me’mbidangl penerbitan rencana tapak (site plar

ey i i aimana

£ t\/:g;::;ap persyaratan administrasi d@/atauk%e‘l:nr:pzfligordmam

. dimaksud pada huruf e, Tim Verifi kasnnmelzku a L iy

ouna meneliti persyaratan adm-m':s_r.ra s1 dan/ata_uk ei% ;ebagaimana

g a p dila persyaratan administrasi dan/atau te r:j;m/atau g

" dimaksud pada huruf e, masih belum le ngcap_ / e
vang membidangi pene

i <: t Daerah ‘
SuEl, WM MR hk a n kepada Pem don; :
ian/atau teknis sebagaimana

rencana tapak (site plan) mer_nbmﬁl_a
apabila persyaratan administrast ¢ , . e
dimaksud pada huruf e, telah lengkap da:/ctitau sesuai, maka Ti

. gn . r " b u :
Verifikasi membuat dokumen scba gderi '
1. konsep perjanjian antara penge mlang dengan Pemerintah
; ) an penyerahan prasarana, sarana

Daerah tentang penyetaan d
berian kewenangan kepada

dan utilitas;
lepasan hak atas tanah

2. konsep surat kuasa terdig p em
Pemerintah Daerah untu 1kl k u kan pe 1 |
dan/ata u bangu nan praisaran a, sarandan utilitas yang wajib

diserahl:ain kepaida Pem erinta hD aera_h sesuai ketentuanyang

berlaku;
konsep Berita Acara Serah TerimaAdninistrasi yang . akaq
ditandatangani oleh Perangkat Rerda yang membidangi
penerbitan rencana tapak (site plan) atas nama Bupati
4, daftar dan gambar rencana tapak (site plan, zoning dan lain-lain)
yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran prasarana, sarana
dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
i. Tim Verifikasi menyiapkan konsep laporan kepada Bupati mengenai
pelaksanaan penelitian terhadap berkas permolonan penyerahan

prasarana, sarana dan utilitas secara administrasai.
Terhadap dokumen sebagaimana dimaksud huruf h dilakukan

1.
penandatanganan dengan ketentuan sebagai berikut:
perjanjian antara Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan

1,
pimpinan pengembang tentang penyediaan dan penyerahan

prasarana, sarana dan utilitas;
2. surat kuasa tentang pemberian kewenangan kepada Pemerintah

Daerah untuk melakukan pelepasan hak atas tanah dan/atau
bangunan prasarana, sarana, utilitas oleh pengembang dan

Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
3. Berita Acara Serah Terima Administrasi oleh Bupati atau pejabat

_  yang ditunjuk dan Pimpinan Perusahaan/Pen
e gembang.

(2) rPer;an_ Jlan dan surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayagt (1) huruf
J[ingka 1_ dan angk.a 2 _disertai daftar dan gambar rencana tapak (site
pian, zoming dan lain-lain) yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran

prasarana, sarana dan
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Bagian Keempat
Tata Cara Penyerahan Secara Fisik
Pasal 15

(1) Prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan secara fisik

(2)

(1)

(1)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf ¢, harus memenuhi

kriteria : o
b. untuk prasarana, tanah dan bangunan telah selesai dibangun dan

dipelihara;
untuk sarana, tanah siap bangun atau tanah dan bangunan telah

selesai dibangun dan dipelihara; dan -
untuk utilitas, tanah dan bangunan telah selesai dibangun dan

C.

d.

dipelihara. .
Prasarana, sarana dan utilitas yang akan dlSErahkaljl ; -- '
a. harus ssuai dengan standar, persyaratan teknis dan administrasi

yang ditentukan dalam site plan; .
harus sesuai dengan rencana tapak yang te€lah disahkan oleh

Pemerintah Daerah; dan e
telah mengalami pemeliharaan oleh pengembang minimal 1 (satu)

tahun terhitung sejak selesainya pembangunan

b.

a.

Pasal 16

Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 diserahkan oleh Perusahaan/Pengembang setelah unit
yang terbangun 100 % sesuai standard perhitungan proporsi luasan
penggunaan lahan dalam Rencana Tapak secara keseluruhan dan
diserahkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan;

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1},
dalam hal berdasarkan pertimbangan teknis mengenai pengembangan
kawasan dan perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten, maka
prasarana, sarana dan utilitas dapat diserahkan kepada Pemerintah
Daerah sebelum memenuhi persentase sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan diperhitungkan sebagai bagian dari penyerahan prasarana,
sarana dan utilitas oleh Pengembang perumahan dan kawasan

permukiman.
Pasal 17

Penyerahan Prasarana, sarana dan utilitas seraca fisik sebagaimana

dimaksud dalam Pasai 8 dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Pengembang mengajukan permohonan penyerahan prasarana,
sarana dan utilitas secara fisik kepada Bupati dengan tembusan
kepada Perangkat Daerah yang membidangi penerbitan i jin.

b. rencana tapak (site plan), dengan melampirkan persyaratan sebagai

berikut:
1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih

berlaku;
2. fotokopi Akta Pendirian badan usaha/badan hukum

penyelenggara  perumahan /permukiman  dan /atau
Perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat
yang berwenang;

fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan
Bangunan (SPPT PBB) dan Tanda Lunas Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB) tahun terakhir sesuai ketentuan yang berlaku; V
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pengembang yang

atas nama -
an utilitas yang

4, fotokopi sertifikat tanah
peruntukkannya schagai prasarana, sarana d
akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah; ' :

5. daftar dan gambar rencana tapak (site plan, zoning dan lain-lain )
yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran prasarana, sararlla

dan utilitas yang akan diserahkan kepada- Peme'rmtah Daerah;

fiotokopi Berita Acara Serah Terima Administrasy dan "
fotokopi akta notaris pernyataan pelepasan hak atas tanah
dan/atau bangunan prasarana, sarana dan utilitas ole
pengembang kepada Pemerintah Daerah.

Tim Verifikasi memproses permohonan penyerahan prasarana,

sarana dan utilitas secara fisik sesuai ketentuan yang berla'ku, guna

dilakukan penelitian terhadap berkas permohonan sesual Flengan
tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja;

Tim Verifikasi mengundang pengembang guna : N
1. pemaparan mengenai prasarana, sarana dan utilitas yang akan

N &

diserahkan; . '
pembahasan secara administrasi mengenai prasarana, sarana

dan utilitas yang akan diserahkan; dan _
pembahasan terhadap hal-hal lain yang dianggap perlu terkait
penverahan prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan
kepada Pemerintah Daerah.

Apabila pada saat rapat dengan pemohon sebagaimana dimaksud_
pada huruf ¢, terdapat persyaratan administrasi yang belum sesuai
dengan vang dipersyaratkan maka Pemohon harus segera
melengkapi dan/atau menyesuaikan dengan hasil rapat bersama
Tim Verifikasi;

persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf c,
disampaikan oleh Pemohon kepada Tim Verifikasi dan secara
simultan Tim Verifikasi melakukan survey dalam rangka evaluasi
dan verifikasi fisik terhadap prasarana, sarana dan utilitas yang
akan diserahkan, sesuai tugas dan fungsi masing-masing Perangkat

a.

8,

Daerah;
Tim Verifi kasi membahas hasil survey dan penyiapan Konsep Berita

Acara Hasil Pemeriksaan/Verifi kasi Kelayakan terhadap Standar
dan Persyaratan Teknis Prasarana, Sarana dan Utilitas yang
diserahkan, serta Konsep Berita Acara Serah Terima Fisik
Prasarana, Sarana dan Ultilitas;

apabila prasarana, sarafa dan utilitas yang akan diserahkan oleh
Pengembang kepada Pemerintah Daerah belum sesuai dengan
persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, maka
Pengembang wajib menyesuaikan dengan persyaratan yang telah
ditentukan;

setelah prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan oleh
Pengembang kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan persyaratan
Yang telah ditentukan, dilakukan penandatanganan Berita Acara
Hasil Pemeriksaan/Verifi kasi Kelayakan terhadap Standar dan
Persyaratan Teknis Prasarana, Sarana dan Utilitas yang diserahkan
antara Tim Verifikasi dan Pimpinan Pengembang;

berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Verifikasi Kelayakan
terﬁadap Standar dan Persyaratan Teknis Prasarana, Sarana dan
Utx!xtas yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada huruf h, Tim
veqﬁkas:ﬁ menylapkan Konsep Laporan tentang hasil evaluasi dan
Verl.ﬁkaSl terhac igp permohonan penyerahan prasarana, sarana dan
utilitas secarafisik yang dia jukan pengembang guna ditandatangani.

il S o i S s e : ‘ :
¢ s o ot R
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(2)

(1)

(2)

k. Laporan Tim Verifi kasi tentang hasil evaluasi dan verifi kasi terha(lialp
permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas secara fisik
sebagaimana dimaksud pada huruf j, disampaikan kepada Bupati
untuk mendapatkan persetujuan dengan dilampiri Konsep Surat
Bupati kepada Pengembang tentang persetujuan penyerahan
Prasarana. Sarana dan Utilitas secara fisik; :

I. Berdasarkan Surat Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf j,
dilakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Fisik antara
Bupati dengan Pimpinan Pengembang;,

m. Berita Acara SeTah Terima Fisik, dilampiri :

(1) Daftar dan gambar rencana tapak (site plan, zoning dan lain -
lain) yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran prasarana,
sarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah
Daerah;

(2) Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Verifikasi Kelayakan terhadap
Standar dan Persyaratan Teknis Prasarana, Sarana dan Utilitas
yang diserahkan;

(3) Laporan Tim Verifikasi tentang hasil evaluasi dan verifikasi
terhadap permohonan penyeTahan prasarana, sarana dan
utilitas secara fisik yang diajukan Pengembang;

(4) Asli akta Notaris pernyataan pelepasan hak atas tanah dan/atau
bangunan prasarana, sarana dan utilitas oleh
Pemohon/Pengembang kepada Pemerintah Daerah; dan

(5) Asli  sertifikat tanah atas nama pengembang yang
pefuntukkannya sebagai prasarana, sarana dan utilitas yang
diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Setelah Berita Acara Serah Terima Fisik ditandatangani, asli Berita

Acara Serah Terima Fisik dan asli dokumen serta fotocopy dokumen,

disimpan oleh Tim Verifikasi

Pasal 18

Dalam hal pengembang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya
dan prasarana, sarana dan utilitas ditelantarkan/tidak dipelihara serta
belum diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah, maka
Pemerintah Daerah berwenang memperbaiki/memelihara prasarana,
sarana dan utilitas dimaksud yang pembiayaannya dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna menjamin hak

masyarakat untuk memperoleh prasarana, sarana dan utilitas yang
layak.

Kriteria ditelantarkan antara lain;
a. Kondisi PSU :

Kondisi PSU sudah layak dan/atau sudah waktunya diserahkan,
utamanya seluruh lahan peruntukan rumah sudah dibangun dan
selgruh bangunan sudah terjual, akan tetapi tidak terlaksana serah
terima.

Kondisi PSU dalam keadaan rusak, tidak terpelihara dan dalam
keadaan tidak baik dalam waktu yang cukup lama/ lebih dari 5
(lima) tahun terhitung sejak seluruh lahan peruntukan rumah
sudah dibangun dan seluruh bangunan sudah terjual.

b. Kondisi Masyarakat setempat:

Adanya pernyataan dari Warga dan Ketua RT setempat bahwa PSU
sudah lebih dari lima Tahun tidak terawat terhitung sejak seluruh
lahan perpntukan ru sudah dibangun dan seluruh bangunan
su al, dan adanya Permintaan War ga dan Ketua RT dalam
4 d 1 i perbaikan FBU I,
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c. Kondisi Perusahaan Pe jaku Perbmgy @D
Perusahaan Pelaku Pembiangunan sudah
Kantor Perusahaan Pelaku Pembangunan ti
Nomor telepon Yang adatak d apat dihubu g,
Pelaku Pembangunan sudah—ddak aktif sebagal
Pelaku Pembanguniin Peruma han. :

d. Kondisi Pimpinan Perusshaan Pelaku Pembangunan perumahan
Pemilik /Pimpinan Perus ahaan S udah M enag ‘a! : Dur_ua, atau
pimpinan Perusahaan diketahui ti dek la .ngdommh di Kabupaten
Bengkayang secara permanen, dan melpa skan tanggung jawab
pemeliharaan PSU, atau pimpinan Per -asuhaan diketahui tidak
mampu lagi melanji kan pemeliharaan d an perawatan pPsuU
sebagaimana mestinya. dan membuat pernyataan tidak mampu dan
tidak akan berusaha/beraku fitas pembangunan

perumahan lagi
serta melepaskan Hak ‘Atas T:anah PS Ubeserta seluruh Bangunan
yang berada diseki tamya.

(3) Pengembang Yang 11d ak diletahui kedudukan dan k'eb_eradaannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diketahui dari tidak adanya
jawaban atas surat permintaan penyerahan prasarana, sarana dan_
utilitas vang telah disampaikan oleh Bupati sebanyak 3 (tiga) kali
berturut-turut dengan tenggang waktu selama 30 (tiga puluh) hari
kalender dan setelah diumumkan dalam media massa tentang
pelaksanan kewajiban pengembang untuk menyerahkan prasarana,
sarana dan utilitas dimaksud, dan didukung dengan surat
pemberitahuan dari perwakilan penghuni/warga setempat yang
berkepentingan.

(4) Dalam membuat surat permintaan dan mengumumkan dalam media
massa sebagaimana dimaksud

(5) pada avat (2), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan
perwakilan penghuni/warga setempat yang berkepentingan.

paaiht, atau Alamat dan
dak dapat ditemuk.an,
dan Perusahaan
anggota Asosiasi

Pasal 19

Dalam hal pengembang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, tata cara penyerahan prasarana,
sarana dan utilitasnya diatur sebagai berikut:

a. PSU yang belum diserahterimakan secara fisik tetapi sudah tercatat
dalam aset, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat
mengajukan nota dinas kepada Bupati untuk dilakukan verifikasi dan
penguasaan aset terhadap prasarana, sarana dan utilitas yang
ditinggalkan pengembang:

b. apabila berdasarkan hasil pendataan dari anggota Tim verifikasi
terdapat prasana, sarana dan utilitas yang diterlantarkan pengembang
dm‘ beigm diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah, mha Tim
Verjxﬁm: dapat menga jukan nota dinas kepada Bupati untuk dilakukan
vanﬁlcaai dan penguasaan asset terhadap prasarana sarana dan utilitas

; '{z.;gvmggalkan pengembang;

5 erifikasi memproses perolehan hak tanah prasarana, sarana,
dan utilitas yang belum diserahkan ':;m administrasi namun

kan pengembang, sesuai hukum yang berlakuy;

mmmdwmmm | ' A
dikuasakan assetnya kepada Pemerintah Daerah, utilitas yang m*‘

<988 AN woasing masing Perangliit Deerah Unit Kot
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u,ah/kcpa]a desa dan

‘ ' 1tas
R ; ﬁk&qla?iig;ne?naﬂghas terhadap prasarand.Sa ran }? g?lz:'gtlkan
Camatak:r‘:cfilirkuasakan assetnya kepada Pemerintah Dﬁ\ergml trf i. iy
Zzggan pengecekan, pematokan dan penggam_baran ;{:(t):ang fan R
saragna dan utilitas di lapangan. yang hasilnya di

bentuk:

1. penandatanganan surat keterangan status
dan utilitas oleh Jurah/kepala desa men
-ang isinya memuat: | |
;) tganah tersebut telah terdaftar atau belum terdaft

buku C kelurahan/desa;

b} tanah t erséut pernah atau

rwakilan warga ]

sarana

tanah prasarana,
tempat

getahui camat S€

pelum pernah didaftarkan oleh pihak

manapun pada Kanto rPertanahan Kabupaten Benglfay::tg,tetap
¢} tanah tersebut telah dikuasai dan ’tercatat sebagalj( a fetn

dalam daftar inven taris Pemerintah Kabupaten Beng ayangt;1 S
d) tanah tersebut tidak dd am sengketa atau dipersengke

2 pengﬂggﬁgm berita acara hasil pemeriksaan la" pangan
" dilakukan oleh anggota tim verifikasi penyerahan admnistrasi
prasarana, sarana dan utilitas.
Perangkat Daerah Tim Verifikasi

Lurah/Kepala Desa dan Camat terkait guna: . ¥ :
1. pembahasan secara teknis mengenai hasil evaluasi dan verifikasi

prasarana, sarana, dan utilitas; '

2. penyiapan konsep berita acara verifikasi administasi,

3. konsep surat pernyataan penguasaan aset terhadap prasarana,
sarana dan utilitas yang akan dilakukan pengambilan sepihak oleh
Pemerintah Daerah.

berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan lapangan dan surag

keterangan dari kelurahan/desa terhadap status lahan PSU yang

ditinggalkan oleh pengembang, Anggota Tim Verifikasi menandatangani

Berita Acara verifikasi administrasi,

selanjutnya dari hasil verifikasi administrasi, Tim Verifikasi membuat

Berita Acara kesepakatan terhadap PSU yang akan dikuasakan asetnya

oleh Pemerintah Daerah;

berita acara verifikasi administrasi dan berita acara kesepakatan

anggota tim verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud huruf e dan

huruf f menjadi dasar bagi Sekretaris Daerah untuk dapat
mengeluarkan surat pernyataan penguasaan asset oleh Pemerintah
gfila; tte;(l:ljargaa;za I;SnUpya;ng telah dltinggaltl;:an oleh pengembang;

r enguasaan aset sebagaimana dimak
memuat paling sedikit pernyataan : L Pomgsd

1} bahw; ' ; :

((2)) bahwa tanah yang dimohon telah dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
wa tanah tersebut telah dipergunakan/dimanfaatkan untul;
& ts;:r]'la.na, prasarana dan utilitas;
wa tanah yang dimohon telah terc i
g ata :
@ gaa;ta.r Inventaris pemerintah Kabupaten éeiegt;?ag;:gs-‘e;;:ltap -
wa tanah yang dimohon tid ¢
B S Swig asasn ak dal_a.m keadaan sengketa baik
R e e o nya /kepemilikannya.

, ataan o .
Sekretan's Daerah selaku pengelgfang:?asia - ﬂa.is{et s Resci ey
pergantar permohonan penerbitan sertiﬁintll'lx daerah. ot
Pertanahan melalui Badan Pengelola K at hak pakai kepada Kanto

euangan dan Aset Daerah; :

mengundang perwakilan warga,
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(1)

(2)

(3)

(4

itanddangani, asli Berta
penguasaan aset
tah Daerah atas
leh Tim

dministrasi d

' ifikasi a
setelah Berita Acara vgnﬁ ' : .8
Acara verifi kasi administrast, asli surat pernyata s
‘ ifikat hak pakai atas nama Pem

copy sert . i sane
g?:s:;’::na, gg’rana dan utilitas yang akan diserahkarr slim p
Verifikasi.
BAB VII
NA, SARANA DAN UTILITAS YANG TELAH

PENCATATAN PRASARA
DISERAHKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 20

iserahkan oleh Pengembang

ili telah d
Prasarana, sarana dan utilitas yang te - e ik I i

kepada Pemerintah Daerah menjadi Baran
‘ Milik Daerah. W
i oo lam Daftar Barang Milik Daerah

Untuk keperluan pencatatan da :
(DBMD), Tim Verifikasi melaporkan kepgda Bupati. |
Pencatatan prasarana, sarana dan utilitas d.alarr? daftar
Daerah dilakukan dengan mekanisme sebagat benkgt‘: : _
a. Bupati menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas se.s'ual Berita
Acara Serah Terima Fisik, kepada pengelola Barang Milik Daerah
untuk dilakukan pencatatan dalam daftar barang milik Daerah;
b, Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah melakukan
pencatatan aset berupa prasarana, sarana dan utilitas ke dalam
(DBMD) yang pelaksanaannya
Pefangkat Daerah yang

Barang Milik

Daftar Barang Milik Daerah
dilakukan oleh Kepala Organisasi

membidangi ufusan aset;
Kepala Perangkat Daerah yang membidangi aset daerah sejaku

.

Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah setelah mencatat aset
berupa prasarana, sarana dan utilitas ke dalam Daftar Barang Milik
Daerah (DBMD), sege'a menyiapkan usulan Penetapan Status
Penggunaan atas pTasarana, sarana dan utilitas kepada Sekretaris
Daefah selaku pengelola barang milik daerah;

d. Sekretaris Daerah selaku pengelola barang milik daerah meneliti
usulan sebagaimana dirhaksud pada huruf ¢ dan apabila usulan
tersebut disetujui, konsep Keputusan Bupati tentang Penetgpan
Status Penggunaan atas prasarana, sarana dan utilitas diajukan
kepada Bupati untuk ditandatangani; '

e. Keputusan Bupati tentang_ Penet'gpan Status Penggunaan atas
prasarana, sarana dan utilitas djadikan dasar Badan Pengelola
Keuangan dan Aset selaku Pembantuy Pengelola Barang Milik Daerah
untuk melakukan serah terima emggunaan kepada P
Sesndll vk b In: pada Perangkat

yang berwenang mengdla sesuai dengan jenis pr

: sarana dan utilitas; dan PR

- Perangkat Daerah :
dan u%ih‘tas melakgl?:r% merr: rxmaset b plasarana, sarana,
Pengguna (DBMP) dan pfnelglfl lt{a;nnke dalam Daftar Bargng Milik

= ketentuan yang berlaky, pengelolaan sesuai dengan

m Verfikasi menyam aik
3 ; I an kel ;
sertifi kasi tanah prasaran sayang . engkapan dokumen pemajuan
, ,dan utilitas kepada BadanPengelola

@ g e ukangan dan AsetDaer-ah.
okumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi-

a. asli ak X
e ;u rtxa a;oiarpe myataan pelepasan hak atas tanah @n /
Pem'ohor]la/g saran a, —lsarana dan utilitas -
‘en @nFenada Pemerintah Daerah: o \/
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(6)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)
(2)

b. asli sertifikat tanah atas nama pengembang yang peruntukannya
sebagai prasarana, sarana dan utilitas yang diserahkan kepada
Pemerintah Daerah; dan

c. fotokopi Berita Acara Serah Terima Fisik.

Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menga jukan permohqnaq

sertifikasi tanah prasarana, sarana, dan utilitas melalui Organisasl

Perangkat Daerah yang membidangi urusan Prasarana, Sarana dan

Utilitas kepada Badan Pertanahan Nasional / Agraria dan Tata Ruang

Kabupaten Bengkayang.

BAB VIl
PEMANFAATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN
Pasal 21

Prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang telah dis'erahkarl
kepada Pemerintah Daerah dikelola Pemerintah Daerah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. :

Pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas perumahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh masyarakat
perumahan dengan ketentuan tidak mengubah fungsi dan status

kepemilikan.
BABIX
WEWENANG
Pasal 22

Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pengelolaan
prasarana, sarana dan utilitas yang telah diseTahkan oleh pengembang

meliputi:

1. merencanakan, melaksanakan dan memelihara prasarana, sarana
dan utilitas;

2. menggunakan dan atau memanfaatkan prasarana, sarana dan
utilitas;

3. mengawasi prasarana, sarana dan utilitas.

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana
dimaksud ayat (1) melimpahkan kepada Perangkat Daerah sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

BABX
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 23

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pengelolaan

prasarana, sarana dan utilitas perumahan.

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan

dengan cara :

a. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan prasarana, sarana
dan utilitas perumahan dengan cara swadaya;

b. memanfaatkan prasarana, sarana dan utilitas perumahan;

c. mengendalikan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas
perumahan. k
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n
o masyarakat dilakukan dengan membentuk forum rep

wasan permukiman. ; ;
s dimalr:sud ayat (3) mempunyai fungsi dan tugas:
alurkan aspirasi masyarakat;
muskan pemikiran arah' penge
han dan kawasan permukiman;
wasan masyarakat;

h; dan/atau
bidang penyelenggaraan

(3) Per

perumahan

(4) Forum sebagaimana

2 menampung dan meny

b. membahas dan meru

penyelenggaraan peruma

c. meningkatkan peran dan penga .

d. memberikan masukan kepada Pemerintail,

e. melakukan peran arbitrase dan mediasl di

perumahan dan kawasan permukiman. 2 ' _

(5) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ter@m dari un§Aur}'.1 =
a. instansi pemerintah yang terkait dalam bidang perumahan da

kawasan permukiman;
b. asosiasi perusahaan penye

mbangan

lenggara perumahan dan kawasan

permukiman; -
c. asosiasi profesi penyelenggara perumahan dan awasan

permukimarn; ‘ .
haan barang dan jasa mitra usaha penyelenggara

d. asosiasi perusa
perumahan dan kawasan permukiman; '
pakar di bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan/atau

lembaga swadaya masyarakat dan/atau yang mewakili konsumen
yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan perumahan

dan kawasan permukiman

o )

BAB XI
JENIS DAN TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 24

ang melanggar

(1) Setiap pengembang atau badan usaha/badan hukum y
utilitas atau

ketentuan penyerahan prasarana, sarana dan
melantarkanya dapat dikenakan Sanksi administratif.
(2) Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat

berupa :
a. Peringatan tertulis;
b. Penundaan pemberian persetujuan dokumen dan/atau pgrizinan;

c. Pencabutan izin usaha,
Pasal 25

(1) Peringatan tertulis sebagaimana dimak wud dal
ngat : ' am Pasal 24 ayat (2) huruf
a, d{benlgan_3 (tlga) kali berturut-tun‘teéngan jangka waiztu(rr)laslil;lgl-
masin t i j 1 Ty "sd i
7 rixr%a. (tiga) hari kerja, terhimy sdak surat peringatan tertulis
(2) Peringatan tertulis sebagai i
eriny : gaimana dimaksud pada pasal 24
?{1il;ir;ka;{n d?ih Dinas Perumahan Rakyat, Permukim:n dan LinZl};i;g(;)r;
epada setiap orang atau badan usaha/bad ‘
_ an huku
( ?ee;?r;fng;; :re:tes?lt;a:n se}?agalmana dimaksud dalam Pasal 24 a;:t {Ia;ng
rpegat an tert “uli imana di ‘ '
(Z;?)y at(2), dilakukanoleh pe%us 1 as 'yzrr-: ;gftusrfb;{g & g I
¢de m hal orang atau B ; i
: adan i
B s et e usahg/baudp hukum sebagaimana
tidak diketahui kedudukan/domisili/

keberadaannya, maka s '
y urat | 1 i 4
aparatur Kelurahan/Desa setepn(:;:tg e, Setiha, disanipaiionn kepada k
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(5) Apabila surat peringatan tertulis telah disampzdk an kep;ula O-F:TQ% 2:::3
badan usaha/badan hukum schagaimana dlmaksud_ pada s:jva f v
aparatur Kelurahan/Desa setempat sebagauimana dimaksu p;u( i) ¥
(4), dan orang atau badan usaha/badan hukumltersebpt te lar; o e
melaksanakan surat peringatan tertulis, fnal(a d?kenaknn lselialp::mal
atau beberapa sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam
24 avat (2) huruf b dan hurufc. LS

‘husus untuk orang atau badan usaha/ba

" gikctahui kedudukgn/domisili/keberadaann_va., pengenaan sa‘n.km
administratif sebagaimana dimaksud dalam avat (5) dilakukan pah;'}g
singkat 7 (tujuh) hari kerja kalender setelah diumumkan melalui media
massa, website Pemerintah Daerah dan Papan Pengumuman Dinas

Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup

n hukum yang tidak

Pasal 26

emberian persetujuan dokumen dan/atau pgriz?nan

H Z:::;?ﬂ:xa pdimaksud cfalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, diberikan
terhadap dokumen dan/atau perizinan yang diajukan ole'h orang atau
badan usaha/badan hukum kepada Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Daerah;

(2) Dokumen dan/atau perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
merupakan dokumen dan/atau perizinan yang dibutuhkan oleb yang
bersangkutan untuk kepentingan pembangunan/usaha di lokasi yang
sama atau di lokasi yang ‘ain.

(3) Dokumen dan/atau perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi:

a. AMDAL/UKL-UPL;

b. Persetujuan Pemanfaatan Ruang;
c. Izin Lokasi;

d.' SPPL;

e. IMB.

(4) Pengenaan Penundaan pemberian persetujuan dokumen dan/atau
perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:

a. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan
Hidup untuk AMDAL/UKL-UPL dan SPPL; dan

b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang
menerbitkan Surat Keterangan Persetujuan Pemanfaatan Ruang,
Izin Lokasi dan IMB;

(5) Pengenaan Penundaan pemberian persetujuan dokumen dan/atau
perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b,
dilakukan setelah mendapat surat pemberitahuan dari Dinas
Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup.

(6) Penundaan pemberian persetujuan dokumen dan/atau perizinan
dilakukan sampai dengan dipenuhinya kewajiban penyediaan dan/atau
penyerahan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana diatur.

BAB XII
PEMBIAYAAN
Pasal 27

(1) Pembiayaan pemeliharaan ili
prasarana, sarana dan utilitas perumah
sebelum penyerahan menjadi tanggungjawab pengembang. o 3 ‘/
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arana dan utilitas perumahan
wab Pemerintah Dacrah yang
n Bekanja Daerah Kabupaten

{2) Pembiavasn pemeliharaan prasarana, 8
setelah penyerahan menjadi tanggunga
bersumber dari Anggaran Pendapatan da
Bengk ayan :

{3 Pensbia;am? prasarana, sarana dan utjh'tgs perumahan sebag:nmg::
dimaksud dalam Pasal 17 bersumber dari Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang.

I
. ‘“
- -

i

§E7a 1

-1 R

r_ e

BAB Xl
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
Pasal 28

IV et e % 0

(1) Bupati dapat melakukan pengawasan dan pembinaan terhad_afl
pembangunan prasarana, sarana Idan utilitas perumahan ole
pengembang sesuai Rencana Tapak/Site Plan secara berk_ala. !
(2) Pelaksanaan pengawasan dan pembin|aan sebagaimana dimaksud pada {
ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Dinas.

BAB X1V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 29

(1) Kewajiban penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas
oleh perorangan/perusahaan/pengembang yang membangun kawasan
perumahan dan permukiman sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini,
dilakukan sesuai dengan rencana tapak/site plan, lzin Lokasi, surat
pernyataan yang pernah dibuat oleh perorangan/perusahaan/
pengembang dan/atau dokumen lainnya, dengan memenubhi
persyaratan administratif, teknis, dan ekologis yang ditentukan oleh
Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Apabila pada saat proses penyerahan, kondisi prasarana, sarana dan
utilitas tidak sesuai dengan proporsi yang tertuang dalam siteplan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pengembang wajib:

a. menyesuaikan lahan pfasarana, sarana dan utilitas yang
pfoporsinya sesuai dengan ketentuan pada saat siteplan
dikeluarkan; atau

b. rr}engganti lahan prasarana, sarana dan utilitas di luar lokasi
siteplan yang luasnya senilai dengan harga lahan di lokasi
pembangunan perumahan dengan menggunakan perhitungan Nilai

Jual Obyek Pajak (NJOP) Tanah tertinggi pada saat permohonan
serah terima dia jukan.

Pasal 30

(1) Dalam hal pengembang tidak dapat memenuhi pers 1
ditentukan oleh Perangkat Daera}ila sebagaimanapfiin?llizt\idndt;;nr;s g:nsaﬁ
29 karena perusahaan telah dinyatakan pailit berdasarkan
gu;{usan/pen'etapan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
ukum tetap, maka pengembang membuat pernyataan yang

menyatakan bahwa pengemban .
i g tidak san s
memelihara prasarana, sarana dan utilitas dimak ffgp memperbaiki/ \/

Gk

i, i LT =R v, i et e Sl S
e e Al i oy

T

JEPE PR - R O L LR
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(2) Dalam hal pengembang tidak bersedia memenuhi persyaratan terknis
yang ditentukan oleh Perangkat Dacrah scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 karena prasarana, sarana dan utilitas telah secara nyata
dimanfaatkan untuk kepentingan umum warga masyarakat selain
penghuni perumahan, maka pengembang membuat pernyataan yang
menyatakan bahwa pengembang tidak bersedia memperbaiki/
memelihara prasarana. sarana dan utilitas dimaksud.

(3) Berdasarkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) dan
ayat (2), Pemerintah Daerah membuat Berita Acara Serah Terima
prasarana dan sarana dan akan digunakan sebagai dasar bagi pengelola
barang milik daerah dalam melakukan pencatatan ke dalam Daftar
Barang Milik Daerah.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, pnemerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 28 Desevrber 2020

0B\
WENGKAYANG,

- \'\
e

7S BUDIMAN

Diundangkan di Bengkayang ..::.»:,;
Desamber 2020

e _A”_._',,E ('.,.' e AN PR AL T S o BRI
FRTR N o ARG Y ~

= Al e G P OIS
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LAMIPPIR AN |
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : e TAHUN 2020
TANGGAL A Veseussr 2020
TENTANG

PENYF;RAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS
PE RUMAHAN DI KABUPATEN BENGKAYANG.

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN
UTILITAS PERUMAHAN

e T b s R s

Bengkayang, .............. 20..
Kepada:
Nomor Yth. Bupati Bengkayang
Lampiran
Hal +  Permohonan Penyerahan di
Bengkayang

Prasarana, Sarana Utilitas

e

Dengan Hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan penyerahan Prasarana, Sarana dan
Utilitas dengan keterangan sebagai berikut :

Nama Pemohon

Nama Perumahan

Alamat/No Telp.

Lokasi

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan kelengkapan antara
lain :

a. KTP Pemohon/Keterangan Pemilik

b. Akta Pendirian Badan Usaha/Perusahaan

c. Copy gambar rencana siteplan yang disahkan

d. Bukti hak atas tanah
e. Form Prasarana, Sarana dan Utilitas yang akan diserahkan

Demikian permohonan kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan

terima kasih;
Hormat kami,

Tembusan :
1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan \
Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang

Dipindai dengan CamScanner
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LAMPIRAN 11

PERATURAN BUPAT! BENGKAYANG

NOMOR

TANGGAL : 18 Defenber

TENTANG

TAHUN 2020
2020

PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS
PERUMAHAN DI KABUPATEN BENGKAYANG.

FORMAT BERITA ACARA SURVEY PENYERAHAN PRASARANA, SARANA
DAN UTILITAS PERUMAHAN

I. FORM PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS YANG AKAN DISERAHKAN

Nama
Perumahan

Lokasi

Penanggung Jawab
Alamat

Nama

Perusahaan

No Telp

Nilai | Keterangan |

No | 3 Uraian

—
|
|

Volume | Satuan |
l Perolchani

PSU

Prasarana
Janngan Jalan

| Jaringan Saluran Pembuangan

| Air Limbah

Jaringan saluran pembuangan air hujan

(Drainase)
Tempat Pembuangan Sampah

Q0 oo

®

Sarana
Sarana ibadah

Sarana perniagaan/perbelanjaan

Sarana pelayanan Umum dan
Pemenintahan

Sarana pendidikan

Sarana kesehatan

Sarana kreasi dan Olaraga

Sarana pemakaman

Sarana pertanaman dan ruang terbuka hijau

Sarana parkir

SO "o an0own

b

Utilitas
Jaringan air bersih

Jaringan listrk

Jaringan telepon

Janngan gas

Jaringan transportasi

Pemadam kebakaran

Sarana penerangan jalan umum

© o000 omw

Bengkayang, 20..

Hormat kami,

Dipindai dengan CamScanner
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I1. CEKLIST PERSYARATAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

PERUMAHAN
i 1. | Nama Perusahaan & | ; ¥ “.
| 2. | Nama Penanggung Jawab ' I
13 | Alamat B i
4. | Nama Perusahaan | |
5. | No. Telp l |
4 KELENGKAPAN DATA | KETERANGAN
1. | UMUM =l Titik Koordinat |
a. Data Lokasi |:| 3 ada [ Tidakada |
b. Desa |:| CJ Ada [O] Tidak Ada |
¢. Kelurahan : : CJ Ada [] Tidak Add
d. Kecamatan b [ Ada ] Tdak Ada
|
2. | Administrasi |
a. Dokumentasi Rencana Tapak [ Ada [] TidakAda |
b. Persetujuan Dinas | [ Ada [] Tidak Ada |
¢. IMB [J Ada [] Tidak Ada
d. Kesesuaian Tata Ruang [1 Ada [ TidakAda
e. Surat Pelespasan Hak ] Ada [JTidak Ada
3. | Teknis Prasarana
1. Jaringan Jalan | [CJAda ] Tidak Ada
| ﬁ}i:;::gd“ saluran pembuangan air ] Ada (] Tidak Ada
| 3. Jaringan saluran pembuangan air 1 Ada [ TidakAda
| hujan (Drainase)
' 4. Tempat pembuangan sampah [ Ada [ TidakAda |
|
4, | Sarana | |
1. Sarana ibadah Clada [ Tidak Ada
2 Sarana perniagaan/ perbelanjaan CJAda ] TidakAda
3. Sarana pelayanan umum dan JAada [ Tidak Ada
pemerintahan
4. Sarana pendidikan [ Ada [ TidakAda
5. Sarana kesehatan [ Ada (] TidakAda
6. Sarana kreasi dan olaraga (] Ada [] TidakAda
7. Sarana pemakaman [ Ada  [] TidakAda
8. Terbuka hijau [JAda [] TidakAda
9. Sarana parkir ] Ada [ Tidak Ada
10, Sarana persmpahan ] Ada [] Tidak Ada
5. | Utilitas
1. Jaringan air bersih [J Ada  [] Tidak Ada
2. Jaringan listrik ] Ada [] Tidak Ada
3. Jaringan gas ] Ada [] Tidak Ada
4. Jaringan transportasi ] Ada ] Tidak Ada
5. Pemadam kebakaran (] Ada  [] Tidak Ada
6. Sarana penerangan jalan umum [1 Ada [ Tidak Ada

TIM VERIFIKASI

NO NAMA TANDA TANGAN

ik B e

2. A e R .
3 Beitis i ametin

4, (s P e e
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Kop surat perusahaan
(Untuk badan usaha berbadan hukum)
Atau
Nama dan alamat
(untuk usaha perorangan)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini
Nama

Jabatan

Tempat/tanggal Lahir

Alamat

Telepon

a. Segala data vang ada dalam dokumen permohonan ini adalah benar dan sah.
Apabila dikemudian hari ditemui bahwa dokumen-dokumen vang telah kami

berikan tidak benar dan sah, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan maupun

tekanan dari pihak manapun juga.

--,-“Pemohon

L R S Y L Kl ey e ol -
B el R RS R
- LLERT s o o Y s i
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LAMPIRAN XV :
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR . = TAHUN 2020
TANGGAL ® Mark 2020
TENTANG

TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

FORMAT BERITA ACARA PEMBAYARAN

BERITA ACARA PEMBAYARAN

6130 (e R LN e SRR e T
Pekerjaan
EORAST BEIRSHIARAT . 15505 i owyan i takas chuiasa e s duavavanat op
Tanggal :
ol BEE il isiensisinnens 2001242 ) B R i mabem,, e 20 1071 kami yang
bertandatangan dlbawah ini:
[. Nama

Jabatan ; l\etua TIM PELAKSANA KEGIATAN .....cccooivinaiinnr

Alamat :

Berdasarkan Qurat Keputusan Nomor ...... Tanggal ........

Selanjutnya di sebut PIHAK PERTAMA

B, R VS e B R T s S R S
Jabatan Dlrektur ] lepman / Pemilik
Alamat ; :
Selanjutnya dlsebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan :

1. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor :.., tanggal

2. Berita Acara serah Terima Pekerjaan Nomor . tanggal

3. Benta Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor Tanggal

CEEEEE

Kedua belah pihak telah sepakat membuat berita acara pembayaran dengan perincian:

1. Jumlah Harga Pekerjaan = A P s e e e L
2. Jumlah yang telah dibayar R e e e e
3. Jumlah yang belum dibayar = Rp.......c.........n. :
4.Juml ah yang dimintakan

Potongan pembayaran S A C e T AR L TR e

PPh Pasal 22 1,5 % S0 e L A

D S e R
TN (S V= e 6400 b ey S S S il il T

Pihak kedua sepakat atas jumlah pembayaran tersebut diatas dibayarkan kepada Bank
dan Tunai (atas nama) ................... ..No Rekenmg
Demikian Berita Acara ini dxbuat rangkap 2 (dua) masing- masmg bermaterax cukup dan

mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA
DIREKTUR / PIMPINAN /
PEMILIK

PIHAK PERTAMA
TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA., :
KETUA

MENGETAHUI
KEPALA DESA....

Dipindai dengan CamScanner



[IL. FORM BERITA ACAR A SURVLEY PENYERAIHAN PRASARANA, SARANA DAN
UTILITAS PERUMAHAN

Pada TR R HEEEEL . R e, 011 2 1R ek
BRI, 5ot e s s telah dilakukan survey lokasi penyerahan Prasarana, Sarana dan
Utilitas (PSU) sebagai be nkut

Nama Pemohon !

Nama Perumahan

Alamat / Telp

Lokasi

Dengan hasil sebagai benkut
a. Umum

b. Adminitrasi

c. Teknis

Dengan Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

TIM‘VER]FJKASI

i_l'vb"T_"" ~ Nama '_|__' Instansi " Tanda

Tt AN S v T Tangan
1 | |
II A : !
8- ! i
& ) f i
b o~ 1 1 |
P, o) : :
16. | ‘ ' |
7. I. | g, |
B | '

| |
3 = Pt T
Pemohon
BENGKAYANG, =
'-._—__"_ﬁ
S BUDIMAN

Dipindai dengan CamScanner
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LAMFIRAIN AV

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR { LB TAHUN 2020
TANGGAL PR Maet 2020
TENTANG

TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

FORMAT BUKTI PEMBAYARAN

T T N S ————

BUKTI PEMBAYARAN

N0:l-il-llll"l-lllllllllll-'l-llllllI-I-liliqlllllllrli ----- SEEBIsasEEEEE R

Sudah Terima dari AR R S R T T KfPawnkRh -

Banyaknya Uang 8 PRMOWRN L. o o el T RN Rl

(ditulis dengan Huruf ............c.cv....
Untuk Pembayaran : Termin ke....

Pekerjaan : (diisi jenis dan Volume barang)
Qb o bt e A SR G

VT R A N
Kasi/Kaur.......

Disetujui
Kepala Desa

-

L

| ) rangkap 2 (dua)

P S L N

Dipindai dengan CamScanner



LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI BENCKAYANG

NOMOR W TAHUN 2020
TANGGAL b NMomt: 2020
TENTANG

TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

FORMAT BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN

BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN

101 0710110 ) e G P N B ot
Podla Bal tod .i.isieia. tengmald .o BUlER s Tahun Dua Ribu
........... bertempat di .........cceeeriviennnnnennens, telah dilaksanakan penerimaan hasil
OIS . i e fes sabans ..antara :
AR 2T PR A i e ST R 1 e
Jabatan KASl/KAUR Desa.. e
Kocumedlifl......... i i siipais Kabupaten BENGKAYANG
Alamat

Selanjutnya di sebut PIH.AK PERTAMA

II. Nama - LT
Jabatan Dlrektur / lepman / Pemlhk
Alamat
Selanjutnya dlsebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa telah menerima hasil pekerjaan
.............................. dalam keadaan baik dari PIHAK KEDUA sesuai dengan Surat
Perjanjain Kerjasama Nomor : .............. tangEhl ...l e PIHAK
KEDUA telah menyerahkan hasil pekerjaan ........c..cccocviiiiannes

Dalam keadaan baik kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan Surat Perjanjian
Kerinsamag NOmIOE 1 .i...iciiswaaitiimessive T R RS N

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing kekuatan
hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
DIREKTUR / PIMPINAN / KASI/KAUR
PEMILIK DRSS
( ) futis )
MENGETAHUI

KEPALA DESA.....

Dipindai dengan CamScanner



LAMPIRAN Il
PERATURAN BUPAT! BENGKAYANG
TAHUN 2020

NOMOR ? ;
TANGGAL @ & PeCENMPEL 2020

NTANG
s RASARANA, SARANA DAN UTILITAS

PENYERAHAN P

PERUMAHAN DI KABUPATEN BENGKAYANG.

A PENYERAHAN PRASARANA,

A4 ACARA SERAH TERIM
PERUMAHAN

FORMAT BERIT
SARANA DAN UTILITAS

telah dilaksanakan

Tanggal...c.c.... Bullain.......iyemitprrais Tahun.....comereeees

Pada hari.............
ilitas Perumahan sebagai berikut:

serah terima Prasarana, Sarana dan Ut
Nama Perumahan |

Lokasi
Prasarana, Sarana dan Utilitas

vang diserahkan

[ Uraian WAFTY vmqme" e Satuan | Keterangan
!wéi};rasar'aha I3 ] TR : < R L v
2.
i 1'8:
(4
! |
b. Sarana |
' | 2.
[ k8
c. Utilitas m |
' | & : i -
3 L !

l i

. i‘
Demikian Berita Acara ini dibuat denga
. n sebe ; jadi
setelah ditandatangani kedua belah p?hak. el abordiolooe s

Yalf’x)g Menyerahkan Yang Meneri
engemb AY,
gembang BUPATI BENGKAYANG
RS S T B o) Lt lainis )
O £1.BUBATI BENGKAYANG, .-
t.’

[ Sias -

Pipindai dengan CamScanner



